
PERATURAN BUTATI HALMAHERA BARAT
PROPIIiISI MALUKU UTARA

PtrRATURAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2022

TtrN"TANG

KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGAITIISASI, TUGAS, FUIIIGSI, DAN TATA KER*IA
DrNAS KESEr{ATAII, PEIIIGENDALIATI PEIIDUDUK DAII

KELUARGA BERENCAI{A KABUPATEI$ HALMATIERA BARA?

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ISUPATi HALMAHtrRA BARAT,

Menirnbang: a. bahrva untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan
I)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '24'21 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 6
Tahun 2A16 tentar:g Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2L tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan t3upati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang
Stt'uktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat,
maka perlu dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Ke4'a Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Halmatrera Barat dengan Peraturan
Bupati;

tr. bahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
hur:uf a adala-h sesuai ketentrran Peraturan Menteri Penda;ragllns-a-n
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A'21 tentang
Penyetaraan Jaba[an Administrasi ke Dalam .Iabatan F'ungsional dan
Surat Menteri L)atram Negeri Norrror: BAO/BS97IOTDA perihal
Perset.ujuan Penyetaraan Jabatan di l-ingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara dan Nomor:
8OOlA79ii OTDA perihai Persetujuan Fenyetaraan Jabat"an di
i.,ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selat.an,
Kabupaten Halmahera l3arat, Kabupaten Pulau Morotai dan
Kota Ternate Provinsi Malukr-r lJtara., maka perlu diiakuka"n
penyetaraan jabat.an dari jabatan administrasi ke jabata'n
fungsional;

c. bahwa berrlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati l{almahera Barat
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten llalmahera Barat'

Mengingat: l.Undang-undang Nouor 50 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang*
Undang Nomor 23 l)arurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Daerah Tingkat iI Dalarn Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang PeruLrahan atas Undang-
undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten l3uru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang,undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Selatan,Kepulauan Sula, Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. LIncla-ng-Undang Nomor: 5 Tahr:n 2$14 tentang Apa-ratnr Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah;
f:. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor V2 Tahun 2019 tentang Perutrahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor' 18 Tahun Z}rc tentang Perangkat Daerah ;
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B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 t.entang Pedoman
Teknis Pengorganisasian Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201.6 Nomor 1502);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peruhrahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2419 tentang
Klasillkasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

11, Peraturan ivienteri Pendayagunaan Aparatur itiegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur, Tugas
dan Fungsi Dinas Pengendelian Pend"uduk dan Keluarga Berencana rli
Provinsi, Kabupaten dan Kota;

13.Surat Menteri Dalarrr Negeri Nornor: 8OOl85q7 IOTDA perikral
Persetu-juan Penyetaraan Jabatan di l-ingkungan Pemerintah
Daeratr Kabupaten di Provinsi Maluku Utara;

14.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor; 8OO/8791/O!fDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pernerintah
f)aerah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupat.en Fialmahera
Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate Provinsi
}rlaluku Utara;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perr-rhahan atas Peraturan tlaerah Kahupal-en halmahera Rarat
nomor 6 Tahun '2}tr-6 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

l6.Peraturan Bupati l:lalmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A21 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomar 10
Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

MenetapKAn : PERATURAI{ BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASi, TUGAS, FUNGSi, DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN, PEi{GEI\IDALIAN PENDUDUK DAi\i KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
'2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten l{aimahera Barat;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudttk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk cian

Keluarga Berencana Katrupaten Halmahera Barat;
8. Biclang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga

Berencana Kabupaten Halmahera Barat;
q. Kelornpok Jatratan Fungsional atlalah Kelompok Pegavrrai ASN 3rang inempunyai tugas

melaksarrakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian clan kebutuhan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Peiaksana Teknis Dinas pada Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya
d,isingkat UPID.



BAB II
XEDUDUI{AN DATI SUSUNAIY ORGANI$ASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

{1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Lridang Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

{2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepaia Dinas _yang
berkeeiudukarr dibawair darr bertanggung jawab kelrada Bupat-i rneiaiui Sekreta-t'is
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepaia Dinas;
b. Sekretariat, tnembawahi Sr-rb Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
d. Bidang Kesehatan l"{as5;arakat;
e, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
f. Bidang Pengendalian Pendurluk dan Keluarga Berencana;
g. Unit Pelaksana Teknis l)inas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2i Siruktui' Organisasi Dinas sebagairnai-ra ciiniaksud 1"rada a-yat (1}, tercanltiri dalain
Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK, FUI{GSI DArt URAiAm TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

{t) Kepala Dinas rnempun3rai tugas memtrantu Bupati melaksanakau urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

{2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat {1},
Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana;
c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan txgas dinas;
d. PemLrinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

{3} Untuk menyelenggarakan iungsi sebagaimana dimaksud pada ayat.l2\, Kepaia Dinas
mempunyai uraian tugas :

a. Mcmimprn dan mengcn<lal.ikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Kcschatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

tr. Merumuskan keLrijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pemtrangunan Jangka
Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Stralegi
Kabupaten Hahnahera Barat dalam lingkup tugasn-ya dalam bentuk rencana
lzotiq.h!a-ju2

c. Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan
yallg trerlaku guna kelancaran tugas;

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara

berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
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e. Membina trawuhan rlengan memberi petunjuk serta arahan agar peiaksanaan

tugas sesuai rencana;
f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibarnairnya secara Lreqienjang sebagai

bahan pembinaan karier;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupull tertulis

sebagai bahan pertanggllngjar*'aban;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun terlulis

seLragai bahal pengambilan kebijakan;
i. Melaksanakan tugas lain van.g diberikan oleh Bupati haik lisan nlalrpun tertulis

guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

iti Sekretariat clipimpin oleh seorang Sekretaris yang; berada di bar,r,ah dan herlanggung
jau,ab kepada Kepala l)inas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaaft
ketrijakan, pengoordi.nasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
perencanaafl, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan rlat: ilset,
kerurnahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan
ketataiaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanax
administrasi di lingkungan <linas serta pengkoordinasian program dan kegiatan pa.da

masing-masing Bidang.
i?) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a-v"at {i},

Sekretaris mempun'/ai lungsi:
a. perencanaan operasional SuLr Bagian Urnum dan Kepegarvaian pa.da Iliaas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. penyelenggaran Sul: Bagian tJmum dan Kepegawaian trlada Dinas Keseh*tan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Rerencana;
c. pengerrdalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk rlan Ktluarga
I3erencana;

11. pengkoordinasiaa kegiatan Sutr Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Bidang-
birtarg liagkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan l{eiuarga
Berencana;

e. pelaksarlaan fungsi lain vang rliberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsin-v-a.

i3] I)a1am melaksanakan fungsi
mefirpunyai uraian tugas:

sebagairnana dimaksud pada ayat t'21, Sekretaris

a. Metrimpin dan mengendalikan kegiatan
administrasi dan ketatausahaan, dan umum
Penduduk dan Keluarga Rerencaila;

b. *{erumuskan program urltsan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangarl

serta hubungan mas5,arakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala Bidang dan di lingkup Dinas Kesehatan,
pengeldalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna kelancaran pelaksanaal]

tugas;
d. Membirla penyusuflan teknis operasional kerja di lingkuir Sekretariat berdasarkan

program -Yang ditetaPkan;
e. L{emberikan infor-masi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiaian Dinas guna

terso sialisasinya program -vang telah ditetapkan;
f. Membagi tugas kepacla Kepala Sub Bagian trerdasarkan tugas dan fungsi guna

kelancaran peiaksanaan tugas;
g. Memlrert petunjuk kepada Kepala Sub Llagian berdasarkan pedoman kerja agar

ierhindar dar:i kesaLahan;
h. MenSlevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkup Sekertariat

sebagai bahan pembinaan karier;

bidang kesekretariatan beruPa
Dinas Kesehatan, Pengenclalian



i. Melaporkan pelaksanaan tugas keparla Kepala I)inas ttaik lisan maupun tertuhls
sebagai bahan pertanggungjawahan;

J. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tert.ulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas"

t4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat
{l), t2) dan (3), Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana, rnembawahi Sub Bagian Umum rlan Kepegawaian.

Sub Bagian lJrnum dan l(epegawaian
Pasal 6

{i] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipirnpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagiau
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengeiolaan urusan surat men;/urat, kearsipan,
kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik ciaerah7aset rian rumah
tangga, penyiapan kebutuhan pegar,,i.ai, pembinaan dan pengembangan pegawai
serta administrasi kepegawaian iainnlra

{21 Dalam uenvelenggarakan tugas pokok sebagaimana ditraksucl pada ayat {1},
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. oenvlrsunan Lrahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, fJmum, kelembagaan

serta ketatalaksanaan;
b. pelaksarlaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan
administrasi kepegawaian;

c. pelaksana,an koordinasi, integrasi dan sinkrunisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; rlan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

faf n ! -, ,- I ! - - I - f - I a , i-- -, f:,- ! -- r ,- l / ,^\ r 
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Bagian Umum dan Kepegar.r,aian rnempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menvusun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegar,vaian

berdasarkan program sebagai pedoman keda;
c. Melakukan koorrlinasi rlerngan Sekretsris dan Kepala Sr.rb Ragian di lingkr:p

Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudrik dan Keluarga Berencana guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan
alat kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang;

e" Mengurus penu"ediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kant-or serts
penyusunan risalah rapat;

f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib
administrasi:

g. Melaksanakan urusan rrrmah tangga dinas yang menyangkut dengan
ketertiban, keindahan. keamanan. oenerimaan tamu, termasuk mengatur
penggunaan alat komunikasi, air, listrik;

h. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umurn dan
Kepegau,aian guna kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Ilagian Umum dan
Kepegawaian agar terhinrlar rlari kesalahan:

j. Mengeloia administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan tsezeting serta menyiapkan Buku Jaga Kenaikan
Pangkat dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik bagi PNS Dinas;
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k, Menghimpun dan mengelnla bahan pustaka di bidang kepegawaian untrrk
mernbantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;

1. Memeriksa, mengoreksi dan rnengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimai;

ln. Menilai dan mengevaluasi keria bas,ahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan perrgemtrangan karier:

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan
teknis, serta bahan lainnSza yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan kerj'a;

o. Mengidentifukasi permasalahan 3,'ang berhubungan dengan Sub Ragian Urnum
rian Kepegawaian seiragai bahan pemecahan masalah:

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai trahan pertanggungjavi'aban;

q. Memtrerikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan malrpur"l
tertulis sebagai trahan pengambilan keputusan;

r. Melaksanakan tugas lain vang ditrer:ikan oleh Sekretarjs traik lisan mauDllll
terlulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 7

{i} Bidang Pelayanan dan Sumtrer Daya Kesehatan mempunvai tugas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan, operasional di hridang keflarmasian, alat kesehat-an, PKRT serf-a

surnber daya manusia kesehatar dan pelayanan kesehatan ru-jukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

i2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pacla avat
(1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan ketlijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelavanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional;

b. Penyiapan peiaksanaan kebijakan operasional cli bitlang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunJra, serta
pela3ranan kesehatarr trarlisiona 1;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer
dan pela,vanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan nlutun-va, serta
pelavanan kesehatan tradisional;

d. Femantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehat-an nrjukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan
kesehatan tradisional.

e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga {PKRT) serta sumber daya
manusia kesehatan;

f " Penyiapan pelaksanaan ketrijakan operasional cli bidang kefarnasian. alat
kesehatan dan PKRT serta surnber daya manusia kesehatan;

g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan PKRT serta sumber da-ya mamrsia kesehatan; dan

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan clan
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan"

i3) Dalam melaksanakan fungsinlra sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bidalg
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas:
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a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaar-r tugas di bidang pelayanan dan
sumber daya kesehatan;

tt. Merumuskan program di lingkup bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

c. Merumuskan kebijakan operasionai di bidang pelayanan, kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan nrjukan termasuk neningkatan mutunva, sert^a. pelayanan
kesehatan tradisional;

d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayElnan kesehatan
primer dan peiayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional;

e. Men:muskan kebijakan operasional di hidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga {PKRTi serta sumber daya manusia
kesehatan;

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan clan
FKRT serta sumber claya manusia kesehatan;

g. Membagi tugas kepada staf rli linglcrp birlang pela,r,.'anan kesehat-an <1an sumher
daya kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Member petunjuk kepada staf berdasarkan pedoman kerja agar terhindar dari
kesalahan;

i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sebagai bahan pembinaan dan
pengemhangan karier;

j. Meiaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;

k" Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

l. Melaksanakan tngas lain yang ditrerikan kepala dinas baik lisan maunun terti:llis
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal I

i1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemmusan
rlan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
terrnasuk pelayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta perizinan dan
peningkatan mutu.

t}l Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksucl pada a1'at

{ 1 }, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
t,. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, termasuk

pela-vanan kesehatan trencana, kesehatan tradisional serta perizinan dan
peningkatan mutu;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terma,suk
pelayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta perizinan dan
peningkatan mutu;

d. pemberian bimbingan teknis dan superwisi bidang pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan, termasuk peiayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta
perizinan dan peningkatan mutu;

e" pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan dasar dan
rujukan, termasuk pelayanan ke.sehatan bencana, kesehatan t.radisional serta
perizinan dan peningkatan mutu;

t pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
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g. pelaksanaan fungsi lain yar:g diberikan oleh Kepaia Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

t3) Daiam men_velenggarakan fungsinva sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesehalan

masyarakat:
b. Merumuskan program di iingkup tlidang kesehatan masyarakat berdasarka:r

kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
c. Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

termasuk pelayanan kesehatan Lrencana, kesehatan traelisional serla perijinan
dan peningkatan mutu;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan sekretaris dan kepala
bidang di lingkup Dinas Kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi hidang pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, termasuk pelayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta
perijinan dan peningkatan mrltu;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan dasar dan
rujukan, termasuk pelayanan kesehatan bencana, kesehatan tradisional serta
perijinan dan peningkatan mutu;

g. Membagi tugas kepada staf di lingkup bidang kesehatan masyarakat guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Memberi petunjuk kepada staf berdasarkan pedoman kerja agar terhindar clari
kesalahan;

i. Menilai dan mengevaluasi peiaksanaan tugas staf sehagai bahan pemhinaan dan
pengernbangan karier;

j" Meiaporkan pelaksanaan tugas kepar"ia Kepala Dinas traik lisan maunun tefiulis
sebagai bahan pertanggungjarvaban;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertuiis sebagai bahan pengambilan keputusan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik iisan maupun tertulis
grlna memperlancar pelaksanaan firgas.

Bagian Kelima
Bldang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

{1} Bidang Penr:egahan dan Pengendalian Penvakit mempun5rai txgas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

{2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
{ 1i, menvelenggarakan fungsi:
a. penliusunan rencana keq'a Bidang;
b. perumusan kebijakan bidang surueilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyaki.t menular, pencegahan dan pengendalian penyakit Lidak
rnenular serta kesehatan jiwa;

c. pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular serta kesehatan jiwa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan imurfsasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular serta kesehat-an iiw'a:

d
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e. pelaksanaan monit-oring. evaluasi, dan pelaporan tlidang surveilans rlan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan rlan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan -iir.va;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi tsidang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fi:ngsinya.

{3} Ilalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksucl pada ayat (2), Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penlzakit mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan 1.ugas rii bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit;
b. hrlerumuskan program di lingkitp hidang Pencegahan rlan Pengendalian Penvakit,

berdasarkan kebijakan yang teiah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
c, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan sekretaris dan kepala

bidang di lingkup Dinas Kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meurbagi tugas kepada staf di lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian

Pen;rakit guna kelancara.n pelaksanaan tugas;
f. Memberi petunjuk kepada staf di lingkup Lridang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;
f. Mengatur pelaksaan tugas staf dilingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan;
g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf rlilingkun hidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier:
h. Merumuskan kebijakan bidang sur-veilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian pen_yakit tidak
menular serta kesehatan jirna;

i. Melaksanakan ketrijakan biriang surveilans dan imunisasi, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak
menular serta kesehatan jirna;

j" Meurberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan irnuuisasi,
pencegahan dan pengendalian penvakit menular, pencegahan dan pengenrlalian
pen3rakit t-idak menular serta kesehatan jir,va;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penl,akit. menular, pencegahan rlan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;

L Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas traik lisan maupun tertulis
seba gai ha ha n pertanssungl'awaban :

m. Mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan malrpun tertulis
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 1O

{1i Ridang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok
melaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan Keiuarga
Berencana <ii Daerah ser"r-a iugas pembantuan ciibidang Pengendaiian Penrlurluk dan
Keluarga Berencana.

i2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
{ 1 i, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Daerah dibidang pengendalian penduduk dan s-ystem

;-r^*^^: I.^1,,^.-^^.uuur rltdSt nurud.r 5d".
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tr. pelaksanaan NSPK d-i birlang pengendalian pencludiik datr si*qtem informasi
keluarga;

c. pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sistem informasi keluarga;
d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam

ruang pengendalian kuantitas penduduk;
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan {parameter) pengendalian penduduk di Daerah.
f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendaiian penduduk;
g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk;
h. pelaksanaankoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

{3} Dalam rnenyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendaiikan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;
b" Merumuskan program di lingkup bidang Pengendalian Penduduk dan Keiuarga

Berencana berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman keda;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan sekretaris dan kepala

bidang di lingkup bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membagi tugas kepada staf di lingkup bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Memtreri petunjuk kepada staf di lingkup bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar: dari kesaiahan;

f. Mengatur pelaksaan tugas staf dilingkup bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang
diberikan;

g. Menilai dan mengevaluasi pelaksarraan ntgas staf dilingkup bidanu Pengendaliarr
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier;

h" Merumuskan kebijakan biclang Pengendalian Penducluk dan sistem informasi
keluarga;

i. Melaksanakan NSPK rii bidang Pengendalian Penrluduk rlan systern informasi
keluarga;

j. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi ketrijakan Pemerintah Daerah dalam
ruang pengendalian kuantitas penduduk;

k. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di
daerahl

L Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas iraik lisan maupun tertulis
sebagai ba han i:ertanggungjawuban ;

1r1. Memberikan sarar dan pertimbangan kepacla Kepaia Dinas baik lisan maupltll
tertulis sebagai bahan pengamtrilan keputusan;

n. Melaksanakan tugas lain yang rliberikan Kepala l)inas baik lisan maunun terruiis
guna memperlancar pelaksarlaan tugas.

BAB TV
UNIT PELAKSAITA TEKIYIS

Pasal 11

{1) Fada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dan unit organisasi bersifat khnsus
untuk meiaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis
penunjang.

iZi Ketentuarl mellgenai peiiibentukari", suslirlarl or-ganisasi, tugas, fuirgsi dan tata kerja
unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

{3) Unit Organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu I{umah
Sakit Daerah yang memiliki ot<inomi dalam pengelolaan keuangan rlan Barang Milik
Daerah serta bidang kepegau,,aian.
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{2}

{3)

{4}

{5}

to,

{4} Ketentuan mengenai pemtrentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada a1'at (3) diatur clengan Peraturan
Bupati tersendiri.

BAB V
JABATAIT FT'ITGSIOIVAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas i{esehatan, Pengendalian
n---l.-1.-1- l^,- !'-!,,^..--^ n^-^-- --^^ I^.-^" l.;+^.^.-'l-^.a a-^.1 ,i.rr+ 1-,,1-,,+,,1^^--TenOUOUK fiAli i\eiUaiga Uerfllcalla oailai CilerapKall irleiliii-uI KeDUTttl.lall -\airg
rrempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jurnlah Jabatan Fringsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1i, ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan Lreban ke{a"
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada a5,at (2), diatur
sesuai peraturan perunclang- undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan ,jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturarr
perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas jabatan fungsionai dikoordinasikan oleh ketua kelornpok jabatan
fungsiona 1 sesuai dengan rumpun ja haran ma sing*masing.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BA3 VI
TATA XTRJA

Fasal 14

Kepala dinas dalam menjalankeln tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan Lrmllm yang clitetapkan oleh bupati sesuai ketentuan
peraturan perundanyun dangan.
Kepala dinas, sekreiaris, kepala bidairg, kepala Suibbagiaii, pcjabat
fungsional, dan seluruLr personil dalarn lingkungan clinas rnelaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ket.entuan peraturan perundang-
unclangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabiiitas, t.r'ansparansi, serta"
efektiiitas dan efisiensi.

Pasal 15

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepaia SuLtbagian, pejatrat
lungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan
secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-rnasing.
Setiap laporan yang diterima sebagaimana dirnaksud pada- ayat {11

rlialah clan r-ligunakan oieh pirlpinan sebagai t"rahan perumusarl
pelaksanaan kebijakan teknis.
Kepaia dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala Subbagian elalanl
iingkungan dinas dalam melaksana.kan tuga-snya, melakukae:
perfgawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluitsi, serta
rnelaksanakar: rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kehutuhan.

{11
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{1}

{2}

{3}
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{+i Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala SuLrbagian dalarn
lingkungan dinas rnengernbangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintahf swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan
r-rieilrper-iilrrcar pelaksarraiin -r-ugas dan fungsi dinas"

BAB 1rII
KETENTUANI PENUTUP

Pasal 16

l)engan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
13 Tahun 2A77 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera
Rarat clan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokak
dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan tidak belaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatann-ya dalam Berita l)aerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : *1 Janu.cv '242'2

BARAT,

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggai : et Jaft*zru 242'2

<1F lapE .tafJTq, T-\A FpAtf

KABUPATtrN HAIMAHERA BARAT

%
M" SYAHR{L ABD, RADJAT{

RERITA DABRAH KABUPATtrN HALMAHtrRA BARAT TAHUN 2022 NOMOR -8.

Salinan sesuai derugan aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Bar-at

Jason

Nip.

Lalomo, SH, LL.M
D^,- 1-i,- ,, T1 r 1 ^rraaauura rv/a

Ass.Bid. Eko & Pem
Kadis Kesehatan & PPKB
Kabae Hukum dan JAMES UANG

9730t28 2A06A4 1 009
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